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1. Diskursus Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum
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oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

Bisakah Alam Menjadi Subjek Hukum? Refleksi atas Beberapa 
Pengalaman di Berbagai Negara 
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Ecuador’s Constitution of

2008 Dari kutipan-kutipan tersebut jelas tergambar bahwa

menurut Konstitusi Ekuador, di samping manusia

yang berstatus sebagai rakyat, lingkungan hidup juga

dapat menjadi pemegang hak dan kekuasaannya

sendiri. Hak dan kekuasaan lingkungan itu bersifat

sama tingginya.
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Pengalaman di Berbagai Negara 
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New Zealand Constitution of

2017

Selandia Baru merupakan negara dengan

terobosan hukum yang paling maju dalam hal

pengakuan hukum atas lingkungan sebagai

subjek hukum.

Pada tahun 2017, Selandia Baru membuat

terobosan dengan menetapkan sungai

Whanganui sebagai subjek hukum melalui
legislasi.
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oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

▪ UUD 1945 sebagai (green constitution) 
Indonesia sangat melindungi hak
memperoleh lingkungan hidup yang baik
dan sehat sebagai bagian Hak Asasi
Manusia

▪ Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) 
UUD 1945 menjadi dasar pengakuan
(green constitution) di Indonesia

6
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2. Pertambangan Minerba Dalam Menopang

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
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Pertambangan
Minerba: 
Menopang
Pertumbuhan
Ekonomi 
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1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas UU 4/2009;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 
dan Batu Bara; dan

5. Beberapa Putusan MK terkait Minerba.

Dasar Hukum Minerba Pasca Perubahan



oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

4 (Empat) Alasan UU Minerba diubah menjadi UU 3/2020:

a. Melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi;

b. Memenuhi Kebutuhan Hukum;
c. Sinkronisasi dengan UU 

Pemerintahan Daerah;
d. Rasionalisasi Pasal-Pasal yang tidak

implementatif.

Sumber: Walhi, 2021 
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Bagaimana Indonesia Mengelola Sumber
Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?
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Konstitusi pada dasarnya telah
mengatur pokok-pokok atau prinsip
dasar kebijakan ekonomi termasuk
pengelolaan berikut pemenuhan hak
atas ekonomi dengan mengarahkan
negara untuk menyelenggaraakan
kewajiban sumber daya dan kewajiban
kebutuhan akan hak – hak ekonomi
dan sosial
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Bagaimana Indonesia Mengelola Sumber
Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?
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Negara harus hadir dalam menyediakan
“basic goods and services” untuk warga negaranya. 

Keberadaan pertambangan Minerba Indonesia yang melimpah mengharuskan
negara untuk masuk ke dalam mekanisme pasar dan memberikan jaminan
terpenuhinya hak ekonomi warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai
dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dianut. Oleh karenanya UUD sebagai 
konstitusi tidak hanya merupakan dokumen politik, namun juga dokumen
ekonomi.
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Penerapan norma konstitusi ekonomi dalam
pelaksanaanya harus didasarkan kepada asas – asas
berikut:

(1) asas tanggung jawab negara (state liability);
(2) asas legalitas, yang memberikan jaminan

keadilan, kepastian, dan perlindungan;
(3) asas keberlanjutan (sustainability) yang

mengakui dan menyadari bahwa sumber daya
itu bersifat terbatas dan adanya jaminan untuk
dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang
akan datang; dan

(4) asas manfaat, balik secara ekonomi maupun
sosial.
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“Cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara”

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat“

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Cabang-Cabang Produksi 

Strategis Harus Dikuasai 

Oleh Negara
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Apakah Negara sudah melaksanakan
mandat Konstitusi melalui pengelolaan

Minerba? 
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Indonesia memiliki tugas besar
dengan masih tingginya tingkat kemiskinan

di daerah-daerah penghasil tambang, 
padahal Industri Minerba penyumbang PNBP tertinggi
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3. Menguak Permasalahan Tambang di Indonesia



Mafia tambang

1
8

Advokat Jurkani
Korban Mafia 
Tambang 

denny@integritylawfirms.com



Peta Sebaran Potensi Sumber Daya dan Cadangan
Mineral Logam dan Batubara

Sumber: geoportal.esdm.go.id

• Indonesia masih
mampu memproduksi
sederet SDA yang dapat
diperbaharui maupun
tidak, termasuk
Minerba hingga saat ini

• Indonesia menduduki
peringkat 1 tambang
emas bawah tanah
terbesar di dunia 
dengan kualitas terbaik
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Menguak Permasalahan Tambang di 
Indonesia

▪ Pulau Kalimantan menjadi salah satu fenomena oligarki tambang di 
Indonesia.

▪ Kekayaan alam yang dimiliki oleh pulau Kalimantan menjadikannya
primadona investasi sumber daya alam, terutama pertambangan batu 
bara.

▪ Menurut laporan dalam buku Neraca Sumber Daya dan Cadangan 
Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2021 yang 
diterbitkan Kementerian ESDM, pulau Kalimantan menempati wilayah 
dengan cadangan sumber daya batu bara terbanyak, berdasarkan
sebaran sebagai berikut:

1. Kalimantan Timur : 445
2. Kalimantan Selatan : 224
3. Kalimantan Tengah : 249
4. Kalimantan Barat : 11
5. Kalimantan Utara : 51
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Sumber: Kementerian ESDM RI, 
https://drive.esdm.go.id/wl/?id=3ZrZFVSHie1iyE45NpNQ1U4LuPF2fYH5&path=Buku%20Neraca%202021%2007-04-
2022.pdf&mode=list&download=1

https://drive.esdm.go.id/wl/?id=3ZrZFVSHie1iyE45NpNQ1U4LuPF2fYH5&path=Buku%20Neraca%202021%2007-04-2022.pdf&mode=list&download=1


Pertambangan Ilegal di Indonesia

• Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) mencatat terdapat
2.700 tambang ilegal di Indonesia 
hingga kuartal III 2022. 

• Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi 
merupakan pertambangan mineral 
dan 96 lokasi adalah tambang batu 
bara.
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Normalisasi Penambangan Ilegal

• Penambangan illegal terjadi di wilayah
hutan Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe,
Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi
Tenggara. Tanpa adanya IUP dan IPPKH,
bebas melakukan penambangan.

• Anehnya, aparat setempat bahkan BUMN
yang ada di sana, merasa tidak pernah
melihat penambangan illegal tersebut.

• Hal semacam ini terjadi di daerah lain,
seperti di Kalimantan, Maluku, dsb. Seakan
penambangan illegal jauh lebih menarik
daripada tambang resmi.
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Buah Dari Obral Izin Tambang
• KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 

menyoal perizinan tambang di 
Kaltim yang lebih besar dari luas 
daratan provinsi.

• KPK juga menyoroti lubang tambang 
yang menyebabkan korban jiwa. 
Tahun 2019 terdapat 35 nyawa 
melayang di lubang tambang 
terhitung sejak 2011. Menurutnya, 
hal itu tidak lepas dari dugaan 
korupsi masa lalu saat proses 
pertambangan dibiarkan dilakukan 
dan sulit diungkap.
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Mafioso Tambang: Masalah yang 
tak pernah Usai

denny@integritylawfirms.com

▪ Salah satu cara kerja mafia tambang 
adalah melakukan upaya paksa untuk 
mengambil perseroan pemilik sah dari Ijin 
Usaha Pertambangan (IUP) dengan 
menggunakan proses hukum yang terlihat 
legal melalui perjanjian-perjanjian yang 
dibuat. Model kejahatan ini biasanya
disebut Hostile Take Over. 

▪ Para mafia tambang menggunakan 
kekuatan dan menjual pengaruh (trading
influence) orang-orang yang mempunyai
AFILIASI, KEKUASAAN, DAN UANG 
dengan pihak berwenang. 



oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

ANOMALI 
KEMISKINAN DI 

WILAYAH 
TAMBANG 
BATU BARA

Sumber: BPS & Extractive Industries Transparency Inttiative, EITE (diolah), https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-
kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara, 
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https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara


oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

ANOMALI KEMISKINAN 

DI WILAYAH TAMBANG 

BATU BARA

Dari tiga provinsi di atas, angka
kemiskinan tertinggi tercatat di
Sumsel (13,39 persen), disusul
Kaltim (6 persen), kemudian Kalsel
(4,5 persen).

Sumber: BPS & Extractive Industries TransparencyInttiative, EITE (diolah), https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-
kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara, 31 Juli 2019 

denny@integritylawfirms.com
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oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

Angka kemiskinan tertinggi tercatat
di Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Padahal sepertiga wilayahnya
adalah area tambang batu bara.
Sementara di Kalsel, angka
kemiskinan tertinggi ada di
Tabalong, yang 15 persen
wilayahnya adalah tambang batu
bara.

Sumber: BPS & Extractive Industries TransparencyInttiative, EITE (diolah), https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-
kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara
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4. Sisi Gelap Elit Politik dalam Pusaran Oligarki Tambang
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• Peningkatan 0.01 dalam
7 tahun

• Index berada jauh
dibawah rata-rata
regional

• Korupsi masih menjadi 
faktor yang 
memprihatinkan

Overview 
Absence of 
Corruption for 
Indonesia 2021

Sumber: WJP Rule of Law Index, https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-
index/country/2021/Indonesia/Absence%20of%20Corruption/

denny@integritylawfirms.com
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• Nilai CPI 38/100.

• Peringkat 96/180
Negara.

• Peningkatan korupsi
yang selalu meningkat
signifikan.

Indonesia 
Corruption 
Perceptions 
Index 2021

Sumber: Transparency International, https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn

denny@integritylawfirms.com

https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn


31
denny@integritylawfirms.com

Korupsi Sektor Pertambangan
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Permainan para Political Exposed Persons (PEP) dalam dunia 
“PERTAMBANGAN”

▪ Fenomena ijon politik, di mana terjadi transaksi jahat
antara politisi sebagai Political Exposed Persons dan 
partai politik dengan pelaku bisnis yang sama-sama
berkepentingan dan terjadi di ruang gelap, tanpa
pantauan publik.

▪ Pada tahun politik 2017-2018, terdapat 171 SK izin
tambang yang dikeluarkan oleh para kepala daerah, 
antara lain:

(1) Jawa Tengah (120 IUP),

(2) Jawa Barat (34 IUP),

(3) Sumetera Selatan (3 IUP), 

(4) Lampung (3 IUP), 

(5) NTT (3 IUP), 

(6) Sulawesi Tenggara (4 IUP), dan beberapa daerah lainnya.   



33
denny@integritylawfirms.com

Lisensi Yang Koruptif Dan Pembiaran Atas Ketidakpastian
Hukum

1. Perizinan tambang masih menjadi ceruk
perilaku KKN lintas instansi;

2. Dihilangkannya upaya hukum Fiktif
Positif ke PTUN, membuat pemerintah
semakin superior terhadap pengabaian
permohonan perizinan “sektor
pertambangn”. Berpotensi menciptakan
ketidakpastian hukum; dan

3. Tumpang tindih perizinan dan
ketidakjelasan penanggung jawab
(pemegang hak) di sebuah WIUP,
menjadi pintu masuk menjamurnya
penambangan ilegal.
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▪ Masalah hukum pertambangan dalam sistem
ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari isu
duitokrasi yang melahirkan lingkaran oligarki
politik. 

▪ Lingkaran oligarki politik ini kemudian akan
mensponsori figur pemimpin untuk
dikendalikan, serta menjadi akar candidacy
buying dalam Pemilihan Umum hingga
Pemilihan Kepala Daerah.

DUITokrasi Kills Indonesian DEMOcracy
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Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

Parpol yang Koruptif

Media yang Terkooptasi

Oknum Aparat Keamanan

The Real 
Power 

Holders
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Source: Duschinsky
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Lingkaran Setan Korupsi Politik
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INTEGRITY Programs

• INTEGRITY Scholarship

• INTEGRITY Constitutional 
Discussion

• INTEGRITY Legal Training

• INTEGRITY Legal Update

• INTEGRITY Client Alert

• INTEGRITY Constitutional 
Advocacy

https://integritylawfirms.com/australia/
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Melbourne Office:
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Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
+61 3 85184708

Jakarta Office:
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